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ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis efektivitas pelayanan publik , khususnya di Kantor Camat Palaran Kota Samarinda. Matode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dan sesuai dengan jawaban yang diberikan dari informan kepada peneliti bahwa  ada beberapa indikator yang dirasakan oleh masyarakat kurang yaitu tentang ketentuan pelayanan yang hanya dijelaskan ketika masyarakat memintanya dan keramahan petugas saat memberikan pelayanan di Kantor Camat Palaran. Adapun yang menjadikan faktor penghambat dalam jalannya pelayanan di Kantor Camat Palaran yaitu kedisiplinan petugas pelayanan serta ketersediaan blangko dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga.

Kata Kunci : Efektivitas, Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan. 
I. PENDAHULUAN

Pemerintah pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana sebuah wilayah yang dihuni oleh masyarakat serba mengalami kekacauan. Aktivitas pemerintah dalam upaya memelihara kedamaian dan keamanan suatu wilayah menjadi kewenangan utama baik secara internal maupun eksternal. Sebagaimana tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimasyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Dengan kata lain, pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat yang merupakan fungsi primer dan pemerintah. 

Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur negara sebagai pelayan masyarakat yang memeberikan pelayanan sebaik - baiknya menuju good governence. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat yang dilakukan secara transparan dan akuntabilitas. 

Berangkat dari fakta sementara, saat ini konsep desentralisasi dan otonomi daerah diartikulasikan oleh daerah untuk hanya terfokus pada usaha menata dan mempercepat pembangunan di wilayahnya masing - masing. Penerjemahan seperti ini ternyata belum cukup efesien dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks negara modern, pelayanan publik telah menjadi lembaga dan profesi yang semakin penting. Ia tidak lagi merupakan aktivitas sambilan, tanpa payung hukum, gaji dan jaminan sosial yang memadai, sebagaimana terjadi di banyak Negara berkembang pada masa lalu. Sebagai sebuah lembaga, pelayanan publik menjamin keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari untuk kepentingan publik. 

Sebagai profesi , pelayanan publik berpijak pada prinsip - prinsip profesionaliseme dan etika seperti akuntabilitas, efektifitas, efesiensi, integritas, netralitas, dan keadilan bagi semua penerima pelayanan. Pelayanan merupakan tugas utama bagi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini secara jelas telah digariskan dalam pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 alenia Ke empat, yang meliputi empat aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat yang berbunyi : Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan menceraskan kehidupan bangsa. 

Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak kemacetan, oleh sebab itu perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah.  

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah terlebih setelah ditetapkan Undang - Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang demikan luas oleh pemerintah pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Namun berbagai isu yang muncul di kalangan masyarakat ternyata hak pelayanan yang diterima oleh masyarakat terasa belum memenuhi harapan semua pihak baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan pemerintah sendiri. 

II. PERMASALAHAN

1. Bagaimana efektivitas pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada kantor Kecamatan Palaran ? 

2. Faktor - faktor pendukung dan penghambat dalam pemberian pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada  kantor Kecamatan Palaran ?

III. METODE PENELITIAN
 Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif Kualitatif. Untuk memperoleh data, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian kepustakaan

Penelitian dilakukan dengan mempelajari dan menggali konsep – konsep yang relevan, baik yang bersal dari pakar, literatur, kitab undang – undang atau peraturan – peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Penelitian lapangan 

Penelitian ini prinsipnya dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

a. mengadakan interview atau wawancra terhadap sejumlah pejabat Pemerintah Daerah.

b. Kuisioner, yaitu dengan cara membuat daftar pernyataan dan berkomunikasi secara langsung kepada sejumlah responden yang telah ditentukan untuk mendapatka jawaban atau sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitan.

c. Pengamatan langsung terhadap objek penelitian (Observasi) 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

4.1.1Daerah Kecamatan Palaran 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Palaran. Palaran adalah sebuah kecamatan yang ada di Kota Samarinda yang letaknya berdekatan dengan sungai mahakam, mayoritas penduduk palaran adalah suku Jawa dan Bugis serta masih banyak suku lainnya. Dasar utama pemberian nama palaran memiliki beberapa versi tetapi hampir semua versi mengatakan asal mula nama palaran akibat penyesuaian kalimat yang bermula dari kata julukan atau panggilan yaitu pala aran kemudian lama kelamaan terjadi penyesuaian kalimat yang mulanya pala aran menjadi palaran. Kantor Camat Palaran terletak di Jl. Ampera No. 1 Rt. 10 Kelurahan Rawa Makmur. Tingkat kepadatan penduduk di Kantor Camat Palaran Palaran adalah 211,37 Jiwa/KM2, dengan luas wilayah 242,29 KM2. Dengan batas wilayah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Batas Wilayah Kecamatan Palaran

	No.
	Letak Batas
	Batas Wilayah

	1
	Utara
	Sungai Mahakam

	2
	Timur
	Kec. Sanga – Sanga, Kutai Kartanegara

	3
	Selatan
	Kec. Loa Janan, Kutai Kartanegara

	4
	Barat
	Kec. Samarinda Seberang/ Kec. Loa Janan Ilir


Sumber, monografi Kecamatan Palaran tahun 2015
Tabel 4.2

Orbitas Kecamatan Palaran

	No.
	Jarak
	Keterangan

	1
	Jarak Dari Kelurahan Terjauh
	9 KM

	2
	Jarak Dari Ibu Kota Kota
	20 KM

	3
	Jarak Dari Ibu Kota Propinsi
	15 KM


S
Sumber, monografi Kecamatan Palaran tahun 2015
Berdasarkan data monografi dari Kecamatan Palaran pada tahun 2015, terdapat 10.695 kepala keluarga (KK) dimana jumlah penduduknya sekitar ± 54.819 Jiwa dengan rincian :

1. Jumlah penduduk dirinci menjadi golongan jenis kelamin
Tabel 4.3

Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

	No.
	Jenis Kelamin
	Jumlah

	1
	Laki – Laki
	28.486 Jiwa

	2
	Perempuan
	26.333 Jiwa

	Jumlah
	54.819 Jiwa


 Sumber, monografi Kecamatan Palaran tahun 2015



2. Jumlah penduduk menurut Agama/Kepercayaan 

Tabel 4.4

Komposisi penduduk menurut Agama/Kepercayaan

	No.
	Agama
	Jumlah

	1
	Islam
	28.548 Jiwa

	2
	Katholik
	12.249 Jiwa

	3
	Protestan
	7.099 Jiwa

	4
	Hindu
	674 Jiwa

	5
	Budha
	322 Jiwa


Sumber, monografi Kecamatan Palaran tahun 2015
3. Jumlah Penduduk Menurut Usia

Tabel 4.5

Komposisi Penduduk Menurut Usia

	No.
	Umur
	Jumlah

	1
	0 – 6 tahun
	5.640 Jiwa 

	2
	7 – 12 tahun
	6.306 Jiwa

	3
	13 – 18 tahun
	9.361 Jiwa

	4
	19 – 24 tahun
	12.689 Jiwa

	5
	25 – 55 tahun
	11.697 Jiwa

	6
	56 – 79 tahun
	2.238 Jiwa

	7
	80 tahun
	961 Jiwa 


Sumber, monografi Kecamatan Palaran tahun 2015

4. Jumlah penduduk menurut Mobilitas/Mutasi penduduk 

abel 4.6
	No.
	Jenis Mutasi
	Laki – laki
	Perempuan
	Jumlah

	1
	Pindah antar kecamatan 
	124 Jiwa
	66 Jiwa
	190 Jiwa

	2
	Datang
	375 Jiwa
	252 Jiwa
	627 Jiwa

	3
	Mati
	38 Jiwa
	28 Jiwa
	66 Jiwa

	4
	Lahir
	53 Jiwa
	31 Jiwa
	84 Jiwa

	5
	Mati < 5 tahun
	7 Jiwa
	6 Jiwa
	13 Jiwa

	6
	Mati > 5 tahun
	31 Jiwa
	22 Jiwa
	53 Jiwa


Komposisi penduduk menurut Mobilitas

4.1.2 Pendidikan 

Dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka ketersediaan sarana pendidikan , baik formal maupun non formal, menjadi kebutuhan mutlak dalam menunjang kelancaran proses pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Kota Samarinda dalam rangka mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia secara kuantitas sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Palaran dari jenjang pendidikan tingkat Taman Kanak – kanak sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) telah tersedia. Berikut tabel fasilitas pendidikan : 

Tabel 4.7

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Palaran
	No.
	Fasilitas Pendidikan
	Banyaknya

	1
	TK
	22

	2
	SD/MI
	28

	3
	SLTP/MTS
	6

	4
	SMU N/ SMU Swasta/SMK
	4

	Jumlah 
	60


Sumber, monografi Kecamatan Palaran tahun 2015
4.1.3 Kesehatan

Keberadaan fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau dan jaraknya dekat sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Untuk melayani penduduk Kecamatan Palaran adapun tabel fasilitas kesehatan seperti dibawah ini : 

Tabel 4.8

Sarana fasilitas kesehatan di Kecamatan Palaran

	No.
	Fasilitas Kesehatan
	Banyaknya

	1
	Rumah Bersalin BKIA
	10

	2
	Poliklinik 
	1

	3
	Puskesmas
	1

	4
	Puskesmas Pembantu
	3

	5
	Dokter Umum
	6

	6
	Dukun Bayi
	16

	7
	Apotek/Toko Obat
	4

	Jumlah
	41


Sumber, monografi Kecamatan Palaran tahun 2015
4.1.4 Visi dan Misi
Visi dan Misi Kecamatan Palaran

1. Visi

Pelayanan terbaik kepada masyarakat 

2. Misi
a. Terlaksananya pembinaan umum bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kecamatan palaran.

b. Terlaksananya pembinaan teknis bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan pada staff di lingkungan sekretariat Kecamatan Palaran berdasarkan kebijakan teknis yang di tetapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda.

c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada aparatur pemerintah Kecamatan Palaran. 

d. Mewujudkan sarana dan fasilitas kerja yang menunjang gairah kerja. 

e. Menjalin kerja sama yang baik dengan aparat lintas sektoral maupun aparat Kecamatan Palaran

f. Meningkatkan disiplin pegawai yang diikuti dengan pengenaan sanksi. 
4.1.5 Tugas Pokok Dan FungsiKecamatan 
Tugas pokok dan fungsi Camat : 

a. Camat mempunyai tugas : melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
b. Camat mempunyai fungsi : Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan, Pengelolaan urusan ketatausahaan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah kota sesuai standar yang ditetapkan.
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Camat Mempunyai Tugas dan fungsi:

Melaksanakan urusan rumah tangga kecamatan,melaksanakan urusan surat–menyurat yang meliputi menerima, membaca, meneliti, mengagenda, mendistribusikan surat masuk sesuai dengan tujuan surat, mengarsipkan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan peraturan kearsipan dan mempersiapkan serta menyusun pelaksanaan kegiatan acara–acara kecamatan, mengumpulkan dan mempersiapkan keterangan, data, informasi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam rangka pelaksanaan hubungan masyarakat, menghimpun dan mempelajari peraturan perundang–undangan, sebagai bahan pedoman dan petunjuk tekhnis serta bahan lain yang berhubungan dengan kepegawaian dan juga sebagai bahan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan peningkatan disiplin bagi pegawai dalam penetapan sanksi bila terjadi pelanggaran, menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan karier pegawai, serta pendayagunaannya sesuai bidang disiplin Ilmu yang dimiliki, mempersiapkan administrasi kepegawaian, mengajukan berkas pengusulan kenaikan pangkat / gaji berkala dan usul pension, mengajukan usul cuti tahunan, cuti diluar tanggungan negara, cuti karena alasan penting, membuat daftar hadir pegawai dan laporan resume kehadiran pegawai, menindaklanjuti pegawai apabila melakukan pelanggaran dan memproses sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat sesuai bidang tugasnya, melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Camat sesuai standar yang ditetapkan.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 
4.2.1 Karakteristik responden


Pada bab ini akan membahas lebih lanjut mengenai tanggapan terhadap pelayanan publik di Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Pelayanan yang dimaksudkan disini adalah pelayanan administrasi yang meliputi pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 


Namun sebelumnya akan dibahas terlebih dahulu mengenai karakteristik informan pada penelitian ini yang berjumlah 40 (empat puluh) orang. Dimana dari jumlah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda – beda baik itu Usia, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.9

	Usia
	F
	%

	18 – 30
	21
	52,5 %

	31 – 40
	6
	15 %

	41 – 50
	11
	27,5 %

	        51 – 60
	2
	5 %

	>60
	-
	-

	Jumlah
	40
	100 %


Karakteristik informan menurut usia

Sumber : Data yang diolah
Pada tabel 4.9 terlihat jelas bahwa usia informan terbanyak berada pada rentang usia 18 – 30 tahun sebanyak 21 orang atau 52,5 %. Kemudian informan yang berada pada rentang usia 31 – 40 tahun sebanyak 6 orang atau 15% dan usia 41 – 50 tahun sebanyak 11 orang atau 27,5%, sedangkan rentang usia 51 – 60 tahun sebanyak 2 orang atau 5%. 

Tabel 4.10

Karakteristik jenis kelamin

	Jenis Kelamin
	F
	%

	Laki – laki
	17
	42,5%

	Perempuan
	23
	57,5%

	Jumlah
	40
	100 %



Sumber : Data yang diolah
Pada tabel 4.10 dapat dijelaskan bahwa informan yang berjenis kelamin perempuan lenih dari setengah dari jumlah sampel dibandingkan dengan laki – laki. Adapun perbandingannya yaitu jumlah Perempuan 23 orang atau 57,5% dan Laki –laki 17 orang atau 42,5%.

Tabel 4.11

Karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikan
	Tingkat Pendidikan 
	F
	%

	SD
	12
	30 %

	SMP
	14
	35 %

	SMA/SMK/MA
	11
	27,5 %

	D1 – D3 S1
	3
	7,5 %

	Jumlah
	40
	100 %



Sumber : Data yang diolah
Tabel 4.11 dapat diambil kesimpulan bahwa dari total 40 informan yang dijadikan sampel dan yang paling dominan di tingkat pendidikan yaitu SMP sebanyak 14 orang atau 35 %, tingkat SD sebanyak 12 orang atau 30 %,  kemudian di tingkat SMA/SMK/MA sebanyak 11 orang atau 27,5 %  dan yang terakhir di tingkat D1 – D3 S1 sebanyak 3 orang atau 7,5 %

Tabel 4.12

Karakteristik informan berdasarkan jenis pekerjaan

	Jenis Pekerjaan 
	F
	%

	Petani
	9
	22,5 %

	Pegawai Negeri Sipil
	3
	7,5 %

	Wiraswasta
	19
	47,5 %

	Pelajar/Mahasiswa
	7
	17,5 %

	Tidak bekerja 
	2
	5 % 

	Jumlah
	40
	100 %



Sumber : Data yang diolah
Tabel 4.12 dapat dijelaskan mengenai karakteristik jenis pekerjaan informan bahwa yang jenis pekerjaan paling dominan adalah Wiraswasta sebanyak 19 orang atau 47,5 % , selanjutnya yang bekerja sebagai petani 9 orang atau 22,5 % yang bekerja sebagai Pelajar/Mahasiswa sebanyak 7 orang atau 17,5 % , kemudian yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3 orang atau 7,5 % dan yang tidak bekerja sebanyak 2 orang atau 5 %.

4.2.2 Data penduduk yang telah melakukan pelayanan administrasi kependudukan

Di kantor Kecamatan Palaran hampir setiap harinya melakukan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Adapun jumlah pelayanan yang dilakukan masyarakat dari lokasi sampel penelitian yang ada di Kecamatan Palaran sebagai berikut :

Tabel 4.13

	Kecamatan Palaran
	Wajib KTP
	Sudah ber - KTP
	Wajib KK
	Sudah memiliki KK

	Kel. Rawa Makmur
	8.242
	6.264
	4.829
	2.814

	Kel. Handil Bakti
	6.012
	5.828
	2.046
	2.017

	Kel. Bukuan
	9.037
	7.805
	3.656
	3.197

	Kel. Simpang Pasir
	-
	-
	2.183
	2.183

	Kel. Bantuas
	-
	-
	1.080
	1.080

	Jumlah
	23.291
	19.897
	13.254
	11.291


Jumlah kepemilikan administrasi kependudukan di Kecamatan Palaran tahun 2016
Sumber data : Kantor Kecamatan Palaran
Dari tabel 4.13 terlihat jelas bahwa jumlah masyarakat yang telah melakukan pelayanan di tahun 2016 di tempat penelitian itu sudah dominan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Dan data tersebut juga dibenarkan oleh Kepala dan staf pelayanan Kantor Kecamatan Palaran melalui wawancara, dan hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Untuk pelayanan dibidang kartu keluarga (KK)  ± 90% sudah memiliki , untuk pelayanan dibidang kartu tanda penduduk (KTP) bagi yangg berusia 17 tahun ke atas  atau sudah menikah berhak atas KTP akan tatapi masalah e - KTP terjadi pada ketersediaannya blangko,  ada kartu tanda penduduk  yang lamabernama KTP Simduk karena  e – KTP itu berkendala dari pusat sehingga tidak semua masyarakat memegang  e – KTP”  (wawancara kepala kantor kecamatan  palaran 12 Juni 2017, pukul 09.20)
“Untuk pelayanan dibidang KTP dan KK itu masyarakat yang ada disini dominan atau hampir 90% sudah memiliki. Tetapi masih ada masyarakat yang belum mengurus itu dikarenakan mereka berfikiran nanti saja mengurus jika mereka betul – betul membutuhkannya” (wawancara staf pelayanan kantor kecamatan  palaran, 12 Juni 2017, pukul 10.30).
4.2.3 Tanggapan informan tentang Analisis Efektivitas Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Palaran

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dari pemerintah, maka sebagai pelayanan publik yang mendapat kepercayaan dari masyarakat, mereka harus senantiasa mengacu pada kepuasan total para pelanggan yang merupakan tujuan pokok dalam pemberian pelayanan. Karena itu perbaikan kualitas hendaknya secara terus menerus/berkesinambungan mengenai persepsimasyarakat terhadap efektifitas pelayanan publik di Kecamatan Palaran akan tergambar dalam uraian dengan mengacu pada beberapa indikator, yaitu : 

1. Kesederhanaa 

2. Kejelasan dan Kepastian

3. Keamanan

4. Keterbukaan 

5. Ekonomis

6. Keadilan yang merata dan

7. Ketepatan waktu


Selain indikator tersebut, juga akan dipaparkan mengenai harapan masyarakat kedepannya tentang pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Palaran.

4.2.3.1 Kesederhanaan

Kesederhanaan pelayanan dalam artian bahwa prosedur atau tata cara pelayanan umum diselenggarakan secara mudah dipahami, mudah dilaksanakan. Dikatakan pelayanan umum itu prima bila dalam pelaksanaannya tidak menyulitkan, prosedurmya tidak banyak seluk –beluknya,, persyaratan yang harus dipenuhi pelanggan mudah dipenuhi, tidak bertele – tele, tidak mencari kesempatan dalam kesempitan.

Tabel 4.14

Tanggapan informan terhadap kemudahan prosedur pelayanan publik

	Tanggapan Informan
	F
	%

	Tidak Mudah
	1
	2,5 %

	Kurang Mudah
	7
	17,5 %

	Mudah
	28
	75 %

	Sangat Mudah
	4
	10 %

	Jumlah
	40
	100 %



Sumber : Data yang diolah
Dari tabel diatas menjelaskan bahwa mayoritas informan memberikan penilaian pada kategori pengurusannya Mudah. Hal ini dapat dilihat bahwa dari 40 informan yang menjawab sebanyak 28 orang atau sebesar 75% yang menjawab mudah mengenai prosedur pelayanan pemerintah, selanjutnya yang menjawab kurang mudah 7 orang atau 17,5%, yang menjawab sangat mudah 4 orang atau 10% dan sisanya itu yang menjawab tidak mufah sebanyak 1 orang atau 2,5%.


Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa prosedur pelayanan kependudukan dalam hal kesederhanaan pelayanan grafiknya dinilai masyarakat cukup baik. Selain itu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala kantor kecamatan  palaran adalah sebagai berikut : 
“Sebetulnya sederhana, sepanjang telah memiliki kartu keluaraga (KK) kemudian datanya sudah terekam tinggal print out KTP tinggal dicetak disini juga bisa namun tetap terkendala pada blangko” (12 Juni 2017, pukul 09.20)

Hasil wawancara penulis dengan sekertaris kantor kecamatan  palaran adalah sebagai berikut :
“Sejauh ini semudah mungkin dan secapat mungkin kita selalu mengupayakan hal itu” (13 Juni 2017, pukul 09.40)

4.2.3.2 Kejelasan dan Kepastian

Kejelasan dan kepastian disini dimaksudkan adanya kejelasan dan kepastian penanggung jawab, kemudian kejelasan dan kepastian umum persyaratan pelayanan umum baik teknis maupun administrasi, unit kerja dan pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum, rincian biaya/tarif pelayanan 

Tabel 4.15

Kejelasan dan kepastian petugas tentang tata cara pelayanan

	Tanggapan Informan
	F
	%

	Tidak Sesuai
	-
	-

	Kurang Sesuai
	4
	10 %

	Sesuai
	33
	82,5 %

	Sangat Sesuai
	3
	7,5 %

	Jumlah
	40
	100 %



Sumber : Data yang diolah
Seperti terlihat dalam tabel diatas jawaban informan mengenai kejelasan dan kepastian tentang cara pelayanan dominan memilih Sesuai. Hal ini dapat dilihat dari 33 orang atau 82,5% memilih sesuai, selanjutnya memilih kurang sesuai sebanyak 4 orang atau 10% dan yang memilih jawaban untuk sangat sesuai sebanyak 3 orang atau 7,5% dan jawaban untuk tidak sesuai tidak ada informan yang memilihnya. 


Indikator Kejelasan dan kepastian dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dinilai cukup jelas dan terjamin. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala kantor kecamatan  palaran adalah sebagai berikut : 

“terkait masalah kejelasan dan kepastian, informasi tentang persyaratan sebenarnya mulai dari tingkat RT Kelurahan sudah dipajang dan paham, kemudian perangkat yang ada sebenarnya juga sudah mencukupi mulai dari sistem jaringan kemudian perangkat lunak juga sudah tersedia” (12 Juni 2017, pukul 09.20)
Hasil wawancara penulis dengan seksi pemerintahan kantor kecamatan  palaran adalah sebagai berikut
“akan selalu diberikan pemahaman dari segi persyaratan layanan administrasi kependudukan seperti KK dan KTP, akan terus kami pantau dan perhatikan dari segala bentuk pengurusan yang masyarakat inginkan”  (12 Juni 2017, pukul 09.50)
4.2.3.3 Keamanan 

Dalam hal keamanan, proses dan hasil pelayanan publik dapat memberikan keamanan, kenyamanan. Adanya kepercayaan masyarakat kepada pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang jelas. 


Keamanan yang dimaksud disini adalah bukan hanya dilihat dari sudut pandang orang yang tidak bertanggung jawab seperti pencopet maupun maling motor dan helm milik masyarakat tetapi juga mencakup dengan percaloan yang selama ini akrab dengan masyarakat Indonesia. 

Tabel 4.16

Keamanan Layanan

	Tanggapan Informan
	F
	%

	Tidak Aman
	-
	-

	Kurang Aman
	-
	-

	Aman
	35
	87,5 %

	Sangat Aman
	5
	12,5 %

	Jumlah
	40
	100 %



Sumber : Data yang diolah
Pada tabel diatas terlihat bahwa tanggapan informan tentang keamanan seperti maling motor dan helm, pencopetan, dan calo sudah termasuk aman dan itu terlihat pada jawaban informan. Rekapitulasinya yaitu informan yang menganggap Aman 35 orang atau 87,5% dan yang menganggap Sangat aman 5 orang atau 12,5%. Adapun hasil wawancara dengan kepala kantor kecamatan palaran sebagai berikut : 

“Harus ada Standar Operasional Prosedur, kepastian hukum, terbuka tentang transparasi kemudian ileglal standingnya apa yang pasti kita harus transparan kepada masyarakat” (12 Juni 2017, pukul 09.20)
Hasil wawancara penulis dengan sekertaris kantor kecamatan  palaran adalah sebagai berikut
“Sejauh ini aman sejauh itu prosedural dan juga bisa dipercaya kepada yang bersangkutan” (13 Juni 2017, pukul 09.40)
Tabel 4.17

Kenyamanan sarana prasarana dan keramahan aparatur dalam pelayananan

	Tanggapan Informan
	F
	%

	Tidak Nyaman
	-
	-

	Kurang Nyaman
	24
	60 %

	Nyaman
	14
	35 %

	Sangat Nyaman
	2
	5 %

	Jumlah
	40
	100 %



Sumber : Data yang diolah
Tabel diatas menunjukan bahwa kenyamanan sarana prasarana dan keramahan aparatur dalam pelayanan dapa dilihat dari jawaban informan dan para informan dominan memilih Kurang Nyaman. Hal ini bisa dilihat pada klasifikasi responden 24 orang atau 60% mengatakan kurang nyaman, selanjutnya 14 orang atau 35% mengatakan nyaman dan yang terakhir mengatakan sangat nyaman 2 orang atau 5%.


Seperti terlihat diatas penilaian informan dominan memilih Kurang nyaman dikarenakan informan mengatakan aparatnya kurang ramah dan pelayanannya tidak memuaskan. Adapun informan mengatakan Nyaman dalam artian bahwa tanggapan informan tentang sarana prasarana sudah bagus. Adapun hasil wawancara dengankepala kantor kecamatan palaran sebagai berikut : 

“Sarana dan prasana selalu kita upayakan dalam waktu dekat ini , juga memiliki sarana media sosial yang bernama Palaran Base Community, juga memiliki group WA kelurahan lurah jadi informasi juga bisa di dapat dari group lurah. Tentang keramahan petugas itu saya juga sering kali mengawasi aparatur yang sedang melakukan pelayanan kepada masyarakat” 12 Juni 2017, pukul 09.20)
Hasil wawancara penulis dengan sekertaris kantor kecamatan  palaran adalah sebagai berikut
“keramahan petugas sudah baik, hanya saja masalah kurangnya pemahaman kepada masyarakat, karena semua masyarakat ingin melakukan proses pengurusan secara cepat” (13 Juni 2017, pukul 09.40)

4.2.3.4 Keterbukaan 

Keterbukaan nampaknya berkaitan dengan indikator kejelasan dan kepastian pelayanan. Dalam pengertian munculnya kejelasan dan kepastian layanan tentu terjadi kalau ada keterbukaan ketentuan pelayanan.

Keterbukaan yang dimaksud disini, berarti hal-hal yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat baik diminta maupun tidak diminta. Keinginan pelanggan adalah dilayani dengan jujur. Oleh karena itu aparatur yang bertugas harus memberikan penjelasan dengan sejujur – jujurnya, apa adanya dalam peraturan dan norma – norma, jangan menakut – nakuti, jangan merasa berjasa dalam memberikan pelayanan agar tidak timbul keinginan untuk mengharapkan imbalan dari pelanggan. 

Tabel 4.18

Tanggapan responden mengenai kemudahan memperoleh informmasi 

administrasi kependudukan

	Tanggapan Informan
	F
	%

	Tidak Mudah
	1
	2,5 %

	Kurang Mudah
	4
	10 %

	Mudah
	28
	70 %

	Sangat Mudah
	7
	17,5 %

	Jumlah
	40
	100 %


                                                 Sumber : Data yang diolah
Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa 1 orang atau 2,5% menjawab tidak mudah, 4 orang atau 10% menjawab kurang mudah, selanjutnya 28 orang menjawab mudah atau 70% dan terakhir 7 orang atau 17,5% menjawab sangat mudah.


Dari jawaban diatas terlihat jelas bahwa masyarakat Mudah mendapatkan informasi tentang administrasi kependudukan adapun yang menjawab tidak dan kurang mudah mungkin dia tidak terlalu memperhatikan dan membaca informasi yang disampaikan. Dan sesuai dengan pengamatan dilapangan bahwa informasi persyaratan layanan telah disampaikan dengan cukup jelas melalui parat pemerintah Kelurahan Masing – masing

. 

Tabel 4.19

Kejelasan tentang ketentuan pelayanan administrasi kepada masyarakat

	Tanggapan Informan
	F
	%

	Tidak pernah ada pemberitahuan dan kejelasan 
	-
	-

	Hanya diberitahukan tanpa penjelasan
	4
	10 %

	Dijelaskan jika diminta
	26
	65 %

	Selalu dijelaskan
	10
	25 %

	Jumlah
	40
	100 %


Sumber : Data yang diolah
Pada tabel menjelaskan tentang kejelasan tentang ketentuan pelayanan administrasi kepada masyarakat jadi para informan dominan menjawab Dijelaskan jika diminta. Hal ini disebabkan karena kurangya pemahan tentang pelayanan administrasi.


Jadi dapat dilihat dari hasil penelitian dilapangan dari jawaban responden.. 26 orang atau 65% memilih dijelaskan jika diminta, selanjutnya 10 orang atau 25% memilih selalu dijelaskan, 4 orang atau 10% memilih hanya diberitahu tanpa ada penjelasan dan yang terakhir tidak ada responden memilih tidak pernah ada pemberitahuan dan penjelasan. Dan adapun hasil wawancara dengan kepala kantor kecamatan palaran sebagai berikut : 

“kalau masalah keterbukaan informasi sudah diumumkan melalui media sosial, melalui selembaran, diumumkan di papan – papan pengumuman maupun di informasikan melalui RT – RT ataupun masjid” (12 Juni 2017, pukul 09.20)
Hasil wawancara penulis dengan kepala seksi pemerintahan kantor kecamatan  palaran adalah sebagai berikut
“kami sudah melakukan kegiatan sosialisasi jika ada setiap pertemuan dengan aparat kelurahan yang melibatkan juga masyarakat, selain itu juga kami menempelkan selembaran informasi yang mudah dilihat langsung oleh masyarakat. Itu semua kami lakukan agar tidak terjadi kesalahan jika masyarakat melakukan pengurusan” (9 Juni 2017, pukul 09.30). 
4.2.3.5 Ekonomis 
Ekonomis yang dimaksudakan disini adalah pengenaan biaya pelayanan umu harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang dan jasa pelayanan dan tidak menuntut biaya yang tinggi diluar kewajaran kondisi masyarakat untuk membayar secara umum. 

Berikut ini merupakan beberapa tabel hasil dari penelitian informan terkait hal pengenaan biaya atau tarif pengurusan administrasi kependudukan. 
]

Tabel 4.20

Tanggapan informan tentang pengenaan biaya tarif KTP dan KK

	Tanggapan Informan
	F
	%

	Rp. 5.000 – Rp. 10.000
	-
	-

	Rp. 10.000 – Rp. 15.000
	-
	-

	Rp. 15.000 – Rp. 20.000
	-
	-

	Tidak dipungut biaya
	40
	100 %

	Jumlah
	40
	100 %


Sumber : Data yang diolah
Menurut tabel diatas terlihat jelas bahwa seluruh informan memilih jawaban mengenai biaya tarif KK dan KTP menjawab tidak dipungut biaya (Gratis). Adapun klasifikasinya jawaban informan 40 orang atau 100% menjawab tidak dipungut biaya. Hal inipun dibenarkan oleh kepala kantor camat palaran dengan hasil wawancara sebagai berikut : 

“Tidak pernah ada tarif yang dikenakan dalam pengurusan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga” (12 Juni 2017, pukul 09.20)
Hasil wawancara penulis dengan sekertaris kantor kecamatan  palaran adalah sebagai berikut
“Sama sekali tidak ada tarif yang dikenakan semenjak ditetapkannya peraturran wali kota” (13 Juni 2017, pukul 09.40)
4.2.3.6 Keadilan yang merata
Keadilan yang merata dalam artian cakupan atau jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan dilakukan secara adil, tidak membeda – bedakan kependudukan masyarakat karena setiap masyarakat mempunyai hak yang sama. Pendapat responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.21

Tanggapan responden tentang keadilan dalam hal pemberian layanan

	Tanggapan Informan
	F
	%

	Tidak Adil
	-
	-

	Kurang Adil
	9
	22,5 %

	Adil
	26
	55 %

	Sangat Adil
	5
	12,5 %

	Jumlah
	40
	100 %



Sumber : Data yang diolah
Tabel diatas menunjukan penilaian responden tentang keadilan dalam hal pemberian pelayanan dominan memilih adil. Klasifikasinya yaitu 9 orang atau 22,5% menjawab tidak adil, selanjutnya 26 orang atau 55% menjawab adil dan yang terakhir 5 orang atau 12,5% menjawab sangat adil.

Untuk itu dapat digambarkan bahwa masalah keadilan dalam pemberian pelayanan pada Kantor Kecamatan Palaran masih meras kurang disebabkan ada beberapa masyarakat merasakan kurang adil dengan berbagai alasan. Dan disamping itu berbanding terbalik dengan apa yang dijelaskan oleh kepala kantor kecamatan palaran dengan hasil wawancara sebagai berikut : 

“Tidak ada pembedaan latar belakang dalam memberikan pelayanan artinya sesuai antrian atau sesuai urutan, tetapi ada satu hal kepentingan misalnya harus ada yang kuliah keluar negeri harus ada e – KTP tidak boleh sementara itu diutamakan  tetapi bekerjasama dengan disduk capil kota” (12 Juni 2017, pukul 09.20)
Hasil wawancara penulis dengan staf pelayanan kantor kecamatan  palaran adalah sebagai berikut
“Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kami tidak melihat dari latar belakang masyarakat, siapapun dia, kami perlakukan sama sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu masyarakat dari kalangan miskin maupun sebaliknya, kami perlakukan sama” (12 Juni 2017, pukul 10.30).
4.2.3.7 Ketepatan waktu


Ketepatan waktu dimaksudkan bahwa pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Hal ini didukung oleh kemampuan aparat dalam menyelesaikan tugas pelayanan, dan sarana yang memadai. Tanggapan informan mengenai waktu pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai berikut :
Tabel 4.22

Tanggapan informan tentang waktu pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
	Tanggapan Informan
	F
	%

	1 – 2  bulan
	-
	-

	3- 4 bulan
	-
	-

	5- 6 bulan
	13
	32 ,5 %

	Lainnya
	27
	67,5 %

	Jumlah
	40
	100 %



Sumber : Data yang diolah
Dari tabel diatas terlihat bahwa ketepatan pembuatan KTP adalah informan menjawab Lainnya, hal ini berarti ketepatan waktu pembuatan KTP belum sesuai. Dan klasifikasi informan yang memilih 5 – 6 bulan sebanyak 13 orang atau 32,5% dan yang memilih lainnya sebanyak 27 orang atau 67,5%.

Tabel 4.23

Tanggapan informan tentang waktu pengurusan Kartu Keluarga (KK)

	Tanggapan Informan
	F
	%

	1 – 3 hari 
	11
	27,5 %

	4 – 5  hari
	10
	25 % 

	5 – 10 hari
	19
	47 ,5 %

	Lainnya
	-
	-

	Jumlah
	40
	100 %


Sumber : Data yang diolah
Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk pengurusan Kartu Keluarga (KK) adalah dominan menjawab 5 – 10 hari, berarti ketepatan waktu pembuatan kartu keluargasudah termasuk golongan lumayan cepat. Dan klasifikasi informan memilih 1 – 3 hari sebanyak 11 orang atau 27,5%, selanjutnya 4 – 5 hari sebanyak 10 orang atau 25% dan yang terakhir 5 – 10 hari sebanyak 19 orang atau 47,5%. 

Tabel 4.24

Tanggapan responden tentang kecepatan pelayanan

	Tanggapan Informan
	F
	%

	Tidak Cepat
	1
	2,5 %

	Kurang Cepat
	16
	40 %

	Cepat
	21
	52,5 %

	Sangat Cepat
	2
	5 %

	Jumlah
	40
	100 %


Sumber : Data yang diolah
Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk kecepatan untuk pelayanan adalah informan menjawab Cepat.berarti kualitas pelayanan aparat sudah termasuk memuaskan masyarakat. Adapun kebanyakan informan menjawab masih kurang cepat pelayanannya. Dan klasifikasi informan memilih tidak cepat 1 orang atau 2,5%, selanjutnya kurang cepat 16 orang atau 40%, cepat 21 orang atau 52,5% dan yang terakhir sangat cepat 2 orang atau 5%. 
Adapun hasil wawancara dengan kepala kantor kecamatan palaran dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Sebelumnya jika ketersediaam balngkonya cukup maka pelayanan satu – dua jampun dapat selesai. Sekarang harus ke disduk capil kota untuk membuat KTP sementara. Sepanjang sudah direkam lengkap datanya tidak ada alasan. Ketepatan waktu petugas dalam kedatangan untuk beberapa hari ini memang agak kesiangan, walaupun saya sudah memancing pukul delapan sudah tiba dikantor, namun saya selalu berupaya melakukan pembinaan” (12 Juni 2017, pukul 09.20)

Hasil wawancara penulis dengan seksi pemerintahan kantor kecamatan  palaran adalah sebagai berikut
“Di kecamatan ini khusunya petugas yang menangani kepengurusan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk ini pegawainya berjumlah dua pegawai negeri sipil dan dua tenaga honorer, sehingga dari mereka ada yang mengantar berkas ke disduk capil itu yang menyebabkan pegawai itu terlambat” (12 Juni 2017, pukul 09.50)
4.2.3.8 Efesiensi

Efesiensi yang dimaksudkan disini adalah persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hala – hal yang langsung berkaitan dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan antara persyaratan dengan produk pelayanan umum yang diberikan, dan dicegah adanya pengulangan pemenihan kelengkapan persyaratan dalam hal proses pelayanannya, mempersyaratkan kelengkapan per-syaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang berkaitan. Serta tingkat kedisipilan waktu kedatangan yang dapat menunjang kualitas pelayanan.
Tabel 4.25

Tanggapan informan tentang ketepatan waktu dalam pelayanan

	Tanggapan Informan
	F
	%

	Kurang Tepat
	4
	10 %

	Kadang – kadang Tepat
	6
	5 %

	Tepat
	21
	52,5 %

	Sangat Tepat
	9
	22,5 %

	Jumlah
	40
	100 %



Sumber : Data yang diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dominan informan menjawab Tepat untuk mengenai tanggapan tentang ketepatan waktu dalam pelayanan. Klasifikasi jawaban informan yang menjawab kurang tepat sebanyak 4 orang atau 10%, selanjutnya yang menjawab kadang – kadang tepat sebanyak 6 orang atau 15%, untuk jawaban tepat sebanyak 21 orang atau 52,5% dang yang terakhir sangat tepat 9 orang atau 22,5%.


Berdasarkan pengamatan dilapangan, kedisiplinan waktu yang seharusnya petugas pelayanan hadir pada pukul jam 08.00 sampai pukul 08.30. tak ada petugas yang datang. Jadi beberapa masyarakat harus menunggu untuk melakukan proses pengurusan. 

Tabel 2.6

Tanggapan informan tentang kecakapan (kemampuan) petugas dalam 

memberikan pelayanan
	Tanggapan Informan
	F
	%

	Tidak Cakap
	1
	2,5 %

	Kurang Cakap
	1
	2,5%

	Cakap
	36
	90 %

	Sangat Cakap
	2
	5 %

	Jumlah
	40
	100 %


Sumber : Data yang diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk tanggapan informan mengenai kecakapan (kemampuan) petugas dalam memberikan pelayanan dominan menjawab cakap, hal ini berarti bahwa aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah sudah memuaskan dan sudah bagus. Dan klasifikasi jawaban informan yang memilih jawaban tidak cakap 1 orang atau 2,5%, selanjutnya kurang capak 1 orang atau 2,5%, cakap 36 orang atau 90% dan yang terakhir sangat cakap 2 orang atau 5%. Hasil wawancara dengan kepala kantor camat palaran sebagai berikut : 
“Dalam kecakapan petugas tidak pernah mengalami maslah, karena dari disduk capil kota selalu memberikan bimbingan teknis selalu up date karena kebijakan kependudukan selalu mengalami perubahan, setiap ada informasi baru operator di panggil ke disduk capil kota untuk dibina dan diberi arahan” (12 Juni 2017, pukul 09.20)
Hasil wawancara penulis dengan sekertaris kantor kecamatan  palaran adalah sebagai berikut
“Cukup bagus, karena memang orang – orang tertentu dan mereka sudah berpengalaman untuk melayani masyarakat” (13 Juni 2017, pukul 09.40)

4.2.4 Harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur di Kecamatan Palaran


Dalam lingkungan masyarakat yang banyak terdapat lapisan atau strata maupun golongan – golongan individu masyarakat yang memiliki kepribadian atau pemikiran yang berbeda – beda pula. Atas dasar itulah terjadi pula berbagai perbedaan mengenai harapan masyarakat kedepannya mengenai pelayanan publik di Kecamatan Palaran :

a. Semoga pelayannanya lebih ditingkatkan lagi dari sebelumnya

b. Adanya petugas khusus yang menjelaskan proses/alur pelayanan agar orang awam dapat mengerti dan tidak bingung

c. Dapat meningkatkan tingkat keramahan terhadap masyarakat pada saat melakukan proses pengurusan

d. Tidak mementingkan kepentingan sendiri

4.2.5 Faktor – faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi analisi efektifitas pelayanan publik pada kantor kecamatan palaran 


Pelaksanaan tugas pelayanan dalam struktur organisasi tidak selamanya berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan, terkadang dalam pelaksanaannya aparat pemerintah mengalami kendala – kendala atau faktor penghambat, namun disamping iu ada pula faktor – faktor yang menjadi pendukung jalannya prosedur tersebut. Adapun faktor – faktor penghambat dan pendukung sebagai berikut : 

4.2.5.1 Kesadaran Masyarakat


Salah satu faktor yang turut mempengaruhi pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah di wilayah Kecamatan Palaran Kota Samarinda adalah faktor kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat dimaksudkan ialah kesadaran untuk mempersiapakan segala yang menjadi persyaratan untuk melakukan suatu urusan pelayanan di kantor kecamatan, relasi antara aparat pemerintah dengan masyarakat memang harus saling mendukung agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, baik itu dari pihak masyarakat maupun dari aparat pemerintah sendiri. 

Sesuai pengamatan dilapangan, ada beberapa masyarakat yang kurang memahami dan menyadari dengan pengurusan yang seharusnya sudah wajib dimiliki olehnya itu, ketika akan melakukan pengurusan seperti KK dan KTP, keinginan mereka itu segera selesai dengan cepat tetapi mereka terkadang memperhatikan apa yang seharusnya menjadi persyaratan.


Dengan keadaan seperti ini, dalam artian kurangnya kesadaran masyarakat bagaimana menciptakan kerja sama antara aparat pemerintah. Sebaliknya, jika mereka benar sadar tanpa harus ada paksaan maka akan menciptakan relasi atau kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat.

4.2.5.2 Sarana dan Prasarana 


Salah satu faktor pendukung atau bisa menjadi faktor penghambat prosedur pelayanan yaitu sarana dan prasarana. Dengan adanya sarana pelayanan beraneka ragam jenis dan fungsinya dapat membantu pelayanan pada masyarakat lebih efesien dan efektif. 


Untuk itu bahwa sarana dan prasarana dapat dikatakan sebagai pendukung dikarenakan dapat membantu proses pelayanan, begitu pula sebaliknya, jika sarana dan prasaran kurang memadai, maka bisa menghambat prosedur yang saat ini sangat dirasakan menjadi faktor penghambat di kantor camat palaran yaitu ketersedian blangko guna menunjang kualitas pelayanan.
5.1 Kesimpulan 

1. Persepsi masyarakat terhadap analisis efektivitas pelayanan publik pada kantor Kecamatan Palaran Kota Samrinda sudah terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti dari hasil jawaban para responden berdasarkan hasil penelitian dilihat dari indikator yaitu : 
1) Kesederhanaan

2) Kejelasan dan Kepastian

3) Keamanan

4) Keterbukaan

5) Ekonomis

6) Keadilan yang merata

7) Ketepatan waktu

Dari tujuh indikator tersebut yang menunjukan hasil informan berada pada kategori sedang. Hal ini berarti bahwa penyelenggara pelayanan di Kecamatan Palaran, menandakan bahwa tingkat pelayanannya sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. 

2. Adapun mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi efektifitas pelayanan publik di Kecamatan Palaran Kota Samarinda berdasarkan hasil penelitian adalah : 

a. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang merupakan salah satu penunjang berjalannya suatu proses pelayanan publik seperti halnya dengan SDM di Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik yang ada di kantor Kecamatan palaran Kota Samarinda telah mencukupi, hal ini menunjukan bahwa masyarakat merasa nyaman jika datang ke kantor melakukan pengurusan. 

b. Kesadaran Masyarakat

Hasil penelitian di Kecamatan Palaran Kota Samarinda tentang kesadaran masyarakat masih ada yang belum terlalu paham tentang pentingnya kepemilikan administrasi kependudukan seperti KK dan KTP di karenakan masyarakat menganggap belum perlu karena aktifitas keseharian mereka dan ada juga sebagian masyarakat yang sadar hal tersebut.
5.2 Saran 
a. Dengan melihat persepsi aparatur pemerintahan daerah dalam tugas, pokok dan fungsi pelayanan ditinjau dari sikap dan norma – norma, sopan santun dalam pelayanan terhadap masyarakat, pelaksanaan pelayanan di kantor kecamatan dan penilaian masyarakat terhadap pelayanan tersebut, diharapkan pemerintah sebagai pelaku utama atau pengendali jalannya sistem pemerintahan agar bisa lebih meningkatkan pelayanan khusunya layanan dibidang administrasi kependudukan dan lebih dekat serta memperhatikan kebutuhan masyarakat. Memperhatikan dalam segi peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu, ekonomis, serta keamanan dalam memberikan pelayanan. 

b. Agar pemerintah lebih memperhatikan, menjaga dan merawat sarana prasarana yang telah ada.

c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan prosedur yang seyogyanya dilengkapi dalam memperoleh suatu pelayan menjadi suatu faktor penghambat dalam proses pelayanan, maka dari itu masyarakat harus lebih memahami dan memperhatikan prosedur dalam memperoleh pelayanan. Jadi pemerintah lebih bekerja keras untuk mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya kepemilikan administrasi kependudukan.

d. Sumeber daya aparatur, pelayanan akan berjalan maksimal jika didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dan memiliki tingkat kemampuan fungsional pelayanan di Kantor Camat Palaran. Aparat pelayanan yang bertugas di Kantor Camat Palaran haruslah merupakan lulusan Sarjan, sehingga dapat di pastikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat telah berjalan dengan maksimal. Selain itu harus memiliki pengalaman yang dimiliki saat mengikuti pelatihan.
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